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     Abstract 
The management of local government budget(APB Nagari) is the nagari 

administration's annual financial plan to finance governance, development, 

development and empowerment which are discussed and approved by the Nagari 

Government and the Nagari Consultative Body. The purpose of this study was to 

determine transparency, accountability and participation in the management of  of 

local government budget in Nagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak and 

Nagari Magek, Kamang Magek District, Agam Regency, West Sumatra. 

This research is a descriptive analysis using a qualitative approach that uses 

primary data and secondary data. The informants in this study were determined by the 

purposive sampling method, where the selection of informants was based on certain 

characteristics. Data collection techniques in the form of field research by interviews, 

focus group discussions (FGD), and documentation studies with valid and accurate 

sources. The technique tests the validity of the data by triangulation of methods and 

source triangulation. While this data analysis technique uses data collection, data 

reduction, data presentation and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that (1) Implementation of the principle of 

transparency consists of indicators namely openness in meetings, openness of 

information, openness of procedures, and openness in accepting community 

participation. (2) Implementation of the principle of participation consists of 

indicators, namely the existence of active public participation, the existence of 

regulations that provide a place for community control, and the presence of proactive 

attitudes of regional governments in the budgeting process. (3) Implementation of the 

principle of accountability consists of indicators, namely the existence of honesty and 

legal accountability, the existence of process accountability, the existence of program 

accountability, and the existence of policy accountability. (4) There are factors that 

influence the management of the Nagari APB including: a) the principle factors of 

transparency, namely the lack of competence of the apparatus human resources, 

overlapping regulations, and the lack of a supervisory system, b) the principle factors 

of participation, namely age, gender , educational factors, occupational factors, and 

length of stay, and c) factors of accountable principles, namely lack of clarity of 

budget targets, lack of accounting control, unclear reporting systems and lack of 

information technology utilization. 
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Abstrak 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan nagari untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dibahas dan 

disetujui oleh Pemeritahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi 

dalam pengelolaan APBNag diNagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak dan 

Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.  

 Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Informan dalam 

penelitian ini ditentukan dengan metodepurposive sampling, dimana pemilihan 

informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data berupa 

penelitian lapangan dengan cara wawancara, focus group discussion (FGD), dan studi 

dokumentasi dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Teknik menguji 

keabsahan data dengan triangulasi metode dan triangulasisumber.Sedangkan teknik 

analisis data ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi prinsip transparansi 

terdiri dari indikator yaitu adanya keterbukaan dalam rapat, adanya keterbukaan 

informasi, adanya keterbukaan prosedur, dan adanya keterbukaan menerima peran 

serta masyarakat. (2) Implementasi prinsip partisipasi terdiri dari indikator yaitu 

adanya partisipasi aktif publik, adanya peraturan yang memberikan tempat kontrol 

masyarakat, dan adanya sikap proaktif pemerintah daerah dalam proses 

penganggaran. (3) Implementasi prinsip akuntabilitas terdiri dari indikator yaitu 

adanya kejujuran dan akuntabilitas hukum, adanya akuntabilitas proses, adanya 

akuntabilitas program, dan adanya pertanggungjawaban kebijakan. (4) Terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan APB Nagari diantaranya adalah 

a) faktor-faktor prinsip transparansi yakni kurangnya kompetensi SDM aparatur, 

tumpang tindih peraturan, dan kurangnya sistem pengawasan, b)faktor-faktor prinsip 

partisipasi yakni faktor usia, jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan 

lamanya tinggal, dan c) faktor-faktor prinsip akuntabel yakni kurangnya kejelasan 

sasaran anggaran, masih kurang pengendalian akutansi, sistem pelaporan yang belum 

jelas dan masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Kata Kunci:Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, APBNagari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dianggap sebagai kebijakan 

yang membawakan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut menetapkan peningkatan alokasi 

anggaran yang lebih besar kepada desa untuk membiayai pembangunan, pelayanan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 71 ayat 1, bahwa 

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut akan 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuanga desa. 

Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2), bahwa salah satu sumber pendapatan 

desa berdasarkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara 

transparansi, akuntabel dan partisipasi dengan memperhatikan kemampuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah, dan perlu menetapkan peraturan 

pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan 
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Keuangan Desa Pasal 1 Angka 6, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Dalam implementasi keuangan desa menjadi kekuatan pemerintah desa untuk 

mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pengelolaan pemerintah desa yang baik. 

Terdapat tiga pilar yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan nagari agar dapat 

diselenggarakan dengan baik, maka diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan nagari di Kabupaten 

Agam. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. 

Selanjutnya adanya penerapan prinsip partisipasi yang merupakan hal penting dalam 

pengelolaan keuangan nagari, dimana partisipasi merupakan mengikutsertakan 

masyarakat dan kelembagaan yang ada di nagari. 

Dalam Undang-Undang Desa ini terdapat adanya dana 10% dari APBN dan 

APBD bagi setiap desa. Jika ditotalkan sumber dana setiap desa atau nagari tersebut 

lebih dari 1 (satu) milyar rupiah, sesuai dengan program Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Alokasi Dana Desa (ADN) Satu Milyar per Nagari. Jadi, besarnya anggaran 

kepada pemerintahan desa di Sumatera Barat, setiap pemerintahan nagari harus 
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mampu menggunakan dana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pemerintah 

nagari harus mampu mengelola anggaran belanja dan keuangan nagari secara 

transparan dan akuntabel.  

Berdasarkan informasi dari Bapak Dra. Bustanul Arifin Kepala Bidang Keuangan 

dan Kekayaan Nagari di Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintah Nagari 

(DPMPN) pada hari Jumat, tanggal 22 Febuari 2019, mengungkapkan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Kabupaten Agam khususnya 

di Kecamatan Kamang Magek ini memproleh Dana Desa sekitar lebih dari 1 (satu) 

Miliar. Dana Desa yang diperoleh  setiap nagari di Kecamatan Kamang Magek ini 

berbeda-beda, hal ini berdasarkan dengan mempertimbangan diantaranya jumlah 

penduduk desa, jumlah angka kemiskinan desa, adanya pasar, bank, sekolah, dan 

sebagainya, serta jarak kantor Wali Nagari dengan kantor camat. Di Nagari Kamang 

Mudiak memperoleh dana sekitar lebih dari 2 (dua) M, hal ini dikarenakan adanya 

nagari persiapan antaranya Nagari Anam Suku dan Nagari Paruak selama 3 (tiga) 

tahun ini nantinya. Sedangkan dana yang diperoleh dinagari Kamang Hilir dan Nagari 

Magek sekitar lebih dari 1 M atau 1.5 M. 

Pengelolaan keuangan nagari belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan, 

menurut Rezki Rahmatullah, 2017, menemukan bahwa terdapat proses pengelolaan 

dana desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

berupa kesalahan dalam perencanaan kegiatan, kurang cermat menggunakan 
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peraturan perundang-undangan, keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari pusat 

hingga ke rekening nagari, dan tidak terlaksananya laporan semester tentang 

pelaksanaan dana desa serta keterlambatan penyampaian laporan tahunan dan 

pertanggungjawaban penyampaian laporan tahunan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan dana desa kepada Bupati. Hal tersebut disebabkan SDM khususnya 

perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan 

pertanggungjawaban.  

Sejalan dengan penjelasan di atas, berdasarkan informasi dari Bapak Ahmad 

Latif, S.Sos.I DT Samiak, Wali Nagari di Kamang Mudiak, pada hari Kamis, tanggal 

30 Agustus 2018, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Nagari terdapat berbagai 

masalah dalam pelaksanaannya, yaitu adanya keterlambatan pelaporan/ekspedisi, 

disebabkan Bendahara Nagari Kamang Mudiak ini mengalami kesulitan dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan, belum mengetahui 

jenis buku apa saja yang digunakan Bendahara dalam pengelolaan keuangan ini. Jadi, 

pelaporannya masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada. Selain 

itu, pengelolaan keuangan nagari belum sesuai dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari), ini dikarenakan sebagian aparatur 

nagari yang tidak paham akan aturan yang telah ada dalam pedoman APBNag ini. 

Sejak kembali pada pemerintah nagari ini, di Sumatera Barat membawa 

perubahan dalam pengelolaan keuangan nagari, berbagai permasalahan yang terjadi 
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setelah kembali ke nagari, antaranya ialah; kurangnya sumber daya manusia yang 

ada, nagarinya masih banyak pegawai yang honorer, gaji yang diperoleh 

pemerintahan nagari ini masih standar, belum banyak pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan oleh Kabupaten, hal ini dikarenakan banyaknya nagari yang ada, sehingga 

belum dapat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja nagari ini. 

 Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pemerintahan nagari ini masih 

belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Leonardo Yosua Liando (2017), 

mengungkapkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan 

sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun 

yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum 

terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban. Faktor pendidikan 

dari aparatur pemerintahan desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, faktor 

usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoperasian komputer, 

banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurangnya memahaminya 

aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari ini masih 

belum terkelola dengan baik, untuk mewujudkan pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja nagari secara efektif dan efisien, dengan upaya menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dengan baik. 
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Menurut Bapak Syafrizal, Kepala Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa 

Sumatera Barat, mengatakan bahwa sebanyak 300 nagari persiapan di Sumatera Barat 

akan mendapatkan dana desa tahun 2020. Hingga bulan Februari 2019, belum ada 

satupun nagari atau desa di Sumbar yang mengajukan pencairan dana desa tahap satu. 

Saat ini disibukkan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). APBDes berkemungkinan diselesaikan akhir bulan Febuari, sehingga 

awal Maret sudah bisa mengajukan pencarian dana desa. Pencairan dilakukan tiga 

tahap, tahap pertama 20%, tahap kedua dan ketiga 40%, harapannya dengan adanya 

dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik (Rezka, 2019). 

 Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dengan Bapak Hanif Putra pada 

hari Jumat, tanggal 5 April 2019, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) ini ditetapkan langsung oleh Bamus Nagari melalui rapat 

musyawarah nagari atau disebut (Musna) sebelumnya. Hal ini masih ada masalah 

yang ditemui dalam kegiatan rapat, antaranya kurangnya partisipasi masyarakat yang 

ikut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, SDM yang 

terbatas sehingga dalam membuat Rincian Anggaran Belanja atau RAB belum 

paham, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan APBNag. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) ini merupakan 

instrumen penting dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

dan pelaksanaan pembangunannya di tingakat desa atau nagari . Sesuai Pasal 24 UU 

Desa, bahwa desa sebagai pemerintah kecamatan atau pemerintah tingkat terendah 

harus menerapkan beberapa prinsip tata kelola yang baik seperti Kepastian hukum, 
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Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, 

Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan 

lokal, Keberagaman, dan Partisipatif.  

Menurut Ade Setiawan (2018), bahwa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan 

dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban sudah akuntabel dan transparansi, 

tetapi masih adanya kendala keterlambatan penyaluran dana dan keterlambatan dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan Titiek Puji Astuti dan Yulianto 

(2016), bahwa  transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan 

desa ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan good governance yaitu sumber daya 

manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap. 

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari belum baik 

diterapkan, berbagai kendala dalam pengelolaannya, diantaranya yaitu; Alfasadun, et 

al (2018), bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik 

sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2005. 

Tahun perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan 

oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib sesuai standar. Pada 

tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan 

menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi 

penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap 

pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran 

kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat. 
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Menurut Dewi Sartika dan Nini (2018), bahwa akuntabilitas dan transparansi 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, dapat menilai akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan 

dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara fisik juga sudah menunjukkan 

pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan 

teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan 

kekayaan milik nagari. 

Menurut Rosy Armaini (2017), bahwa kendala umum yaitu desa belum memiliki 

prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta 

belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Dinna dan Siti (2016) juga menyatakan, bahwa dana desa ini dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. 

Akuntabilitas keuangan akan menentukan kualitas laporan program alokasi dana desa. 

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa memiliki beberapa kendala, misalnya yaitu; 

peraturan yang tidak jelas, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan 

kurangnya koordinasi dan pengawasan. 

Selanjutnya, Tuti Amalya dkk, 2017 bahwa pegawai masih ada yang tidak 

mematuhi Peraturan nomor 113 tahun 2014; dan masih kurang mengerti dan mampu 

dalam mengoperasikan sistem keuangan desa.  Sedangkan Atmadja AT & Saputra 

KAK, 2018, bahwa rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Jadi, beberapa 

penelitian diatas dapat simpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum 
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sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 

antaranya; tidak patuh pada peraturan yang ada dan tidak jelas; pengelolaan keuangan 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap 

pertanggungjawaban masih kurang; dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia 

dilihat dari tidak paham dan tidak mampunya pegawai tersebut dalam mengelola 

keuangan desa; dan kurangnya koordinasi dan pengawasan.  

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis berpendapat perlu dilakukan 

kajian ilmiah tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan 

nagari di Kabupaten Agam, khususnya yang terkait dengan impelementasi prinsip 

tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan nagari dengan 

judul “Implementasi Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Nagari di Kecamatan Kamang 

Magek Kabupaten Agam”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyususn APBNag di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 

3. Pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan aturan yang berlaku di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 
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4. Sumber Daya Manusia  masih terbatas dalam mengelola keuangan nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 

5. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan APBNag di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian terhadap 

implementasi prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek khususnya di 

Nagari Kamang Mudiak, Nagari Kamang Hilia, dan Nagari Magek. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi 

rumusan permasalahaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten 

Agam? 

2. Bagaimana Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten 

Agam? 

3. Bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten 

Agam? 
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4. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang 

Magek Kabupaten Agam? 

5. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Partisipasi dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang 

Magek Kabupaten Agam? 

6. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang 

Magek Kabupaten Agam? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek 

Kabupatan Agam. 

2. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek 

Kabupatan Agam. 

3. Untuk menjelaskan Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Kamang Magek 

Kabupatan Agam. 
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4. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip 

Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. 

5. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip 

Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. 

6. Untuk menganalisis apa saja Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip 

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai masukan serta sumbangan pemikiran dalam kajian yang berkaitan 

dengan Teori dan Aplikasi Organisasi Publik, Teori Administrasi Publik Lanjutan, 

dan Manajemen Sektor Publik pada Pemeritahan Nagari di Sumetera Barat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah Nagari 

Untuk masukan dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari di 

Sumatera Barat, dan keterbukaan informasi  publik dalam Laporan Realisasi 

APB Nagari dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB 

Nagari kepada Bupati. 

b. Bagi Pemerintah Kabupaten  
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Sebagai masukan untuk  membina dan mengarahkan pemerintah nagari dalam 

menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.  

c. Bagi Peneliti 

Sebagai masukan atau informasi bagi penelitian lain yang berminat meneliti 

tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari di Kecamatan 

Kamang Magek Kabupaten Agam dari aspek dan sudut pandang yang 

berbeda. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari belum transparan, dilihat dari keterbukaan dalam rapat, 

disimpukan bahwa rapat ini ada dilakukan dalam perencanaan mulai dari 

musyawarah jorong, musna dan musrenbang hingga sosialisasi APB Nagari, 

tetapi belum diikuti semua unsur yang ada, masih ada keterlambatan, dan 

program nagari yang diusulkan tidak sesuai prioritas. Adanya keterbukaan 

informasi, disimpulkan bahwa informasi ini ada dilakukan dalam perencanan 

melalui sosialisasi APB Nagari dan laporan realisasi APB Nagari dalam bentuk 

Baliho dan tahap pelaksanaan melalui papan kegiatan program yang akan 

dilaksanakan, tetapi belum transparan diketahui oleh masyarakat secara publik. 

Adanya keterbukaan prosedur, disimpulkan bahwa prosedur ini ada dilakukan 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan hingga pelaporan, tetapi dalam 

realisasi masih belum secara publik dilakukan. Serta dilihat dari adanya 

keterbukaan menerima peran serta masyarakat, disimpukan bahwa menerima 

peran masyarakat ada dilakukan dalam perencanaan melalui musyawarah 

tingkat jorong dan pelaksanaan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bagian 

dari masyarakat, hal ini masih terbatas dalam keterlibatan masyarakat 
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dikarenakan tidak ada aturan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APB 

Nagari ini. 

2. Implementasi partisipasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagari ini belum partisipatif dilakukan, dilihat dari partisipasi aktif publik 

dalam perumusan program, disimpukan bahwa partisipasi masyarakat ada dalam 

tahap perencanaan melalui pengusulan program nagari tetapi proses 

penganggaran tidak ada dan pelaksanaan melalui kegiatan fisik yang masih 

belum maksimal. Kemudian, dilihat dari peraturan yang memberikan tempat 

kontrol masyarakat, disimpukan bahwa tempat masyarakat ada dalam 

perencanaan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

memberikan pengusulkan program nagari, tetapi untuk peraturan tempat 

masyarakat sampai saat ini belum ada aturannya. Selanjutnya, dilihat dari sikap 

proaktif pemerintah dalam proses penganggaran, disimpukan bahwa belum ada 

sikap proaktif dari DPMPN dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat 

masyarakat ikut dalam proses penganggaran. 

3. Implementasi Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari belum akuntabel, dilihat dari kejujuran dan akuntabilitas hukum, 

disimpukan bahwa akuntabilitas hukum masih dalam perencanaan melalui 

Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Kemudian, dilihat dari akuntabilitas 

proses, disimpukan bahwa ada akuntabilitas proses masih dalam perencanaan 

dan penatausahaan. Selanjutnya, dilihat dari akuntabilitas program, disimpukan 

bahwa ada akuntabilitas program dalam pelaksanaan masih belum optimal dari 
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program yang dilaksanakan masih banyak yang belum terealisasikan. Dan, 

dilihat dari pertanggungjawaban kebijakan, disimpukan bahwa adanya 

pertanggungjawaban tetapi masih adanya keterlambatan dalam laporan 

pertanggungjawabannya. 

4. Faktor-faktor dalam penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan 

Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, antara lain yaitu: 

Pertama, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip transparan 

dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia aparatur, tumpang 

tindih peraturan, dan kurangnya sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi. 

Kedua, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip partisipasi 

dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu faktor usia, jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan 

lamanya tinggal. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam akuntabilitas 

dalam pengelolaan APB Nagari di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu kurangnya kejelasan sasaran anggaran, masih kurang pengendalian 

akuntansi, sistem pelaporan belum jelas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi 

informasi  yang ada. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi penelitian ini mencakup dua 

aspek yaitu sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis, secara teoritis penelitian ini memiliki implikasi, dalam 

pengembangan kajian penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas dengan pendekatan kualitatif terhada pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari yang ada di daerah maupun pusat terutama di  

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. 

2. Implikasi praktis, secara praktis penelitian ini memiliki implikasi, yaitu  

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kecamatan 

Kamang Magek Kabupatan Agam khususnya di Nagari Kamang Hilir, Nagari 

Kamang Mudik, dan Nagari Magek dalam meningkatkan pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara transparan, partisipatif, dan 

akuntabel. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi instansi-instansi 

pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara transparan, partisipatif, dan 

akuntabel. 
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C. Saran 

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transparan, akuntabilitas 

dan partisipasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di 

Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tersebut maka penulis menyarankan: 

1. Meningkatkan kompetensi pegawai aparatur nagari dengan melakukan 

pelatihan dan pembinaan secara intensif untuk mewujudkan transparansi 

dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek. 

2. Perlu adanya pengawasan yang jelas yang dikelola oleh pemerintah daerah 

atau pemerintah pusat secara langsung untuk mewujudkan transparansi dalam 

pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek. 

3. Perlu ditingkatkan partisipasi publik dengan cara diadakan sosialisasi APB 

Nagari secara berkelanjutan pada setiap program nagari untuk mendorong 

partisipasi masyarakat di Kecamatan Kamang Magek. 

4. Harus ada regulasi yang jelas dalam memberikan tempat kontrol masyarakat 

sebagai media check and balance sehingga dapat mewujudkan partisipasi 

dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek. 

5. Meningkatkan akuntabilitas publik dengan cara memanfaatkan teknologi 

informasi dalam meningkatkan kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan 

APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek. 

6. Harus ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dalam sistem pelaporan pertanggungjawaban, sehingga mewujudkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan APB Nagari di Kecamatan Kamang Magek. 
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